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ABSTRAK 

 

 

ANALISIS PENDAFTARAN MEREK SECARA INTERNASIONAL 

BERDASARKAN PROTOKOL MADRID DI INDONESIA 

 

 

Oleh 

 

NICHOLAS DWIYANA FEBRIANSYAH 

 

 

Melindungi merek di luar Indonesia berarti memperoleh hak merek di setiap pasar 

global tempat dimana pemilik merek ingin mengkomersilkan produk atau layanan 

mereka yang artinya pemilik merek harus mendaftarkan mereknya secara 

internasional. Oleh karena itu, diadopsinya ketentuan pendaftaran merek secara 

internasional berdasarkan Protokol Madrid di Indonesia menawarkan kemudahan 

bagi pemilik merek untuk mendapatkan pelindungan mereknya di banyak negara 

dengan mengajukan satu permohonan dan satu prosedur. Permasalahan dalam 

penelitian ini adalah bagaimana mekanisme pendaftaran merek secara internasional 

berdasarkan Protokol Madrid di Indonesia dan bagaimana peran Direktorat Jenderal 

Kekayaan Intelektual (DJKI) dalam pendaftaran merek secara internasional.  

 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum 

normatif dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan masalah dalam penelitian ini 

adalah pendekatan perundang-undangan. Sumber data yang digunakan berupa data 

sekunder yang dianalisis secara kualitatif. 

 

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukan bahwa mekanisme pendaftaran merek 

secara internasional di Indonesia memiliki beberapa tahapan  yaitu menyiapkan 

persyaratan pendaftaran, mendaftarkan permohonan, menentukan kelas barang dan 

jasa serta mempersiapkan biaya dan pendaftaran. Dalam Protokol Madrid, 

berlakunya Pendaftaran Internasional adalah 10 tahun sejak merek didaftarkan, 

apabila pemilik merek ingin melakukan perpanjangan perlindungan merek maka 

hanya perlu membayar biaya yang diperlukan ke WIPO . Adapun Peran DJKI 

dalam Pendaftaran Internasional adalah melakukan validasi dan sertifikasi 

permohonan sebelum dikirimkan ke WIPO, melakukan perbaikan kesalahan 

formulir, memantau status perlindungan dan memberikan notifikasi kepada WIPO 

bila status perlindungan merek akan berakhir dalam jangka waktu 5 tahun.  

 

Kata Kunci : Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Pendaftaran 

Internasional, Protokol Madrid, Merek 
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ABSTRACT 

 

 

ANALYSIS OF INTERNATIONAL TRADEMARK REGISTRATION BASED 

ON THE MADRID PROTOCOL IN INDONESIA 

 

By 

 

NICHOLAS DWIYANA FEBRIANSYAH 

 

Protecting trademarks outside of Indonesia means obtaining trademark rights in 

every global market where trademark owners intend to commercialize their 

products or services, which means trademark owners must register their 

trademarks internationally. The adoption international trademark registration 

based on the Madrid Protocol in Indonesia offers convenience for trademark 

owners to obtain trademark protection in many countries by filing one application 

and following one procedure. The problem in this research is how the mechanism 

of international trademark registration based on the Madrid Protocol in Indonesia 

and what is the role of the Directorate General of Intellectual Property (DJKI) in 

international trademark registration. 

The type of research used in this study is normative legal research with descriptive 

research type. The problem approach in this study is a legal approach. The data 

source used is secondary data analyzed qualitatively. 

The conclusion of this study shows that the mechanism of international trademark 

registration in Indonesia has some stages, preparing registration requirements, 

submitting applications, determining classes of goods and services, and preparing 

fees and registrations. Under the Madrid Protocol, the validity of the International 

Registration is 10 years from the date of registration. If the trademark owner wants 

to extend trademark protection, they only need to pay the required fees to WIPO. 

The role of DJKI in International Registration is to validate and certify applications 

before they are sent to WIPO, correct form errors, monitor protection status, and 

notify WIPO if trademark protection status will expire within 5 years. 

Keywords: Directorate General of Intellectual Property, International 

Registration, Madrid Protocol, Trademark
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I. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Merrerk mermirlirkir perranan yang sangat perntirng dalam perrkermbangan irndustrir dan 

perrdagangan yang sangat persat dir I rndonersira, Maka darir irtu mermberrirkan tanda 

perngernal yang berrkairtan derngan hasirl irndustrir dan barang dagangan mernjadir sangat 

perntirng. Merrerk serbagair salah satu wujud kerkayaan irnterlerktual mermirlirkir perranan 

perntirng bagir kerlancaran dan pernirngkatan barang dan jasa dir erra globalirsasir saat irnir. 

Merrerk merrupakan bagiran darir Kerkayaan I rnterlerktual, serbagair suatu hak yang lahirr 

darir kermampuan irnterlerktual manusira. Kerkayaan I rnterlerktual dirkatergorirkan mernjadir 

2 (dua) kerlompok yairtu Hak Cirpta (Copy Rirghts) dan Hak Mirlirk Perrirndustriran 

(I rndustriral Properrty Rirghts). Hak Cirpta (Copy Rirghts) dirbagir mernjadir Hak Cirpta 

(Copy Rirghts) dan Hak yang berrkairtan derngan Hak Cirpta (Nerirghbourirng Rirghts). 

Serlanjutnya, Hak Mirlirk Perrirndustriran (I rndustriral Properrty Rirghts) dirklasirfirkasirkan 

lagir mernjadir Patern (Paternt), Merrerk (Trader Marks), Rahasira Dagang (Trade r  

Sercrerts), Dersairn I rndustrir (I rndustriral Dersirgn) dan Dersairn Tata Lertak Sirrkuirt Terrpadu 

(I rntergraterd Cirrcuirt).1  

Mernurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 terntang Merrerk dan I rndirkasir 

Gerografirs (serlanjutnya dirsirngkat UU MIrG), merrerk adalah tanda yang dapat 

dirtampirlkan sercara grafirs berrupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan 

warna, dalam berntuk 2 (dua) dirmernsir dan/atau 3 (tirga) dirmernsir, suara, hologram, 

atau kombirnasir darir 2  (dua) atau lerbirh unsur terrserbut untuk mermberdakan barang 

dan/atau jasa yang dirproduksir olerh orang atau badan hukum dalam kergiratan 

perrdagangan barang dan/atau jasa. Merrerk merrupakan serbuah derfirnirsir hukum untuk 

mermberrirkan perrlirndungan dan upaya permulirhan jirka suatu tanda perrdagangan 

terrserbut dirperrgunakan olerh pirhak yang tirdak mermirlirkir kerwernangan untuk irtu. 

                                                             
1 OK. Saridin, Arspek Hukum Hark Kekaryararn Intelektuarl (Intellectuarl Property Rights), 

(Ja rkarrtar: Rarja rwa rli Pers, 2013), hlm. 16. 
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Merrerk serbagair Hak Kerkayaan Irnterlerktual pada dasarnya adalah tanda untuk 

merngirnderntirfirkasir dan mermberdakan produk darir satu perrusahaan derngan 

perrusahaan lairn.2 Maka darir irtu merrerk perrlu dirdaftarkan untuk mernghirndarir 

serngkerta merrerk dan plagirasir merrerk olerh pirhak lairn. 

Perrlirndungan hukum yang dirperrolerh merlaluir perndaftaran merrerk dir I rndonersira 

mernggunakan sirsterm konstirtutirf derngan mernganut asas perndaftar perrtama (firrst to 

firler). Merlaluir asas irnir, pirhak yang merndaftarkan merrerknya terrlerbirh dahulu diranggap 

serbagair permirlirk merrerk yang sah. I rnstansir yang berrtugas dalam hal perndaftaran 

merrerk dir I rndonersira adalah Dirrerktorat Jernderral Kerkayaan I rnterlerktual (DJKI r) yang 

berrada dirbawah naungan Kermernterriran Hukum dan Hak Asasir Manusira. 

Perrlirndungan hukum merrerk yang dirberrirkan bairk kerpada merrerk asirng atau lokal, 

terrkernal atau tirdak terrkernal hanya dirberrirkan kerpada merrerk terrdaftar. Perrlirndungan 

hukum terrserbut dapat berrupa perrlirndungan yang berrsirfat prerverntirf maupun rerprersirf. 

Perrlirndungan hukum yang berrsirfat prerverntirf dirlakukan merlaluir perndaftaran merrerk. 

Serdangkan perrlirndungan hukum yang berrsirfat rerprersirf dirlakukan jirka terrjadir 

perlanggaran merrerk merlaluir gugatan perrdata dan atau tuntutan pirdana.3 

Dir dalam UU MI rG, mermberrirkan perrlirndungan hukum terrhadap merrerk dan 

mernjamirn kerpastiran hukum. Pasal 3 UU MI rG mernjerlaskan bahwa hak atas merrerk 

akan dirdapatkan serterlah merrerk terrserbut terrdaftar. Perndaftaran yang mermernuhir 

perrsyaratan sersuair derngan undang-undang akan merndapatkan perngakuan dan 

permbernaran atas pernggunaan merrerk, dapat dirbuktirkan derngan serrtirfirkat 

perndaftaran, serhirngga mermperrolerh perrlirndungan hukum. 

Merlirndungir merrerk dir luar I rndonersira berrartir mermperrolerh hak merrerk dir sertirap pasar 

erkspor termpat dirmana permirlirk merrerk irngirn merngkomerrsirlkan produk atau layanan 

merrerka. Hak merrerk berrsirfat terrirtoriral dan hanya berrlaku dir dalam wirlayah suatu 

nergara (merrerk dagang nasironal) atau serkerlompok nergara yang terlah mermberntuk 

sirsterm merrerk dagang rergironal (mirsalnya Unir E rropa). 

                                                             
2 Ra rhmi Jened, Interfarce Hukum Kekaryararn Intelektuarl darn Hukum Persaringarn 

(Penyarlarhgunararn HKI), (Ja rkarrtar: PT Rarja r Grarffindo Persardar, 2013), hlm. 205. 
3 Ermar, Warhyuni dkk, Kebijarkarn darn Marnarjemen Hukum Merek, (Yogya rka rrtar: 

YPArPI,2011), hlm. 4. 



3 
 

 
 

Pada prirnsirpnya, untuk mermperrolerh hak merrerk dir luar nergerrir, Permirlirk merrerk harus 

merngajukan perrmohonan perndaftaran merrerk terrpirsah dir kantor merrerk nergara 

dirmana permirlirk merrerk irngirn merrerk merrerka dirlirndungir. Serterlah permirlirk 

merndapatkan hak merrerka dir nergara-nergara terrserbut, Permirlirk merrerk harus 

merngirkutir proserdur terrpirsah dir kantor yang sama untuk merngerlola hak-hak merrerka 

(mermperrbaruir, merlirsernsirkan, atau merngalirhkan).  

Pada tahun 2015 nergara-nergara dir ASE rAN terrmasuk Irndonersira berrkomirtmern untuk 

merlaksanakan Protokol Madrird. Derngan merlaksanakan Protokol irnir, permirlirk merrerk 

nantirnya cukup merlakukan satu kalir perndaftaran merrerk dalam rangka untuk 

merndapatkan perrlirndungan dir serluruh nergara anggota Protokol. Protokol 

Madrird merrupakan perrjanjiran irnterrnasironal yang dirserpakatir olerh nergara anggota 

World I rnterllerctual Properrty Organirzatiron (WI rPO) pada tahun 1989 serbagair dasar 

hukum permbe rntukan Sirsterm Madrird (Madrird Systerm) untuk perndaftaran 

irnterrnasironal merrerk. Derngan adanya Protokol Madrird, para nergara anggota dapat 

merndaftarkan merrerknya dir sermua nergara anggota hanya derngan satu kalir 

perndaftaran dir kantor merrerk nergaranya . 

Diradopsirnya kerterntuan perndaftaran merrerk sercara Irnterrnasironal berrdasarkan 

Protokol Madrird dir I rndonersira dirdahuluir derngan aksersir perrjanjiran irnterrnasironal the r 

Protocol Rerlatirng to Madrird Agrerermernt Concerrnirng ther Irnterrnasironal Rergirstratiron 

of Marks atau Protokol Madrird pada tanggal 2 Oktoberr 2017, dan berrlaku erferktirf 

pada tanggal 2 Januarir 2018.  Aksersir  terrserbut dirsahkan merlaluir Perraturan Prersirdern 

No. 92 Tahun 2017 terntang Perngersahan Protocol Rerlatirng to ther Madrird Agrerermernt 

Concerrnirng ther Irnterrnatironal Rergirstratiron of Mark, 1989, dirundangkan dalam 

Lermbaran Nergara Rerpublirk I rndonersira Tahun 2017 Nomor 212 dan I rndonersira 

mernjadir anggota ker-100 yang mernganut Protokol Madrird. 

Kerterntuan merngernair perndaftaran merrerk irnterrnasironal diratur dalam Pasal 52 UU 

MI rG, dan kerterntuan lerbirh lanjut merngernair perndaftaran merrerk irnterrnasironal 

berrdasarkan Protokol Madrird diratur derngan Perraturan Permerrirntah Nomor 22 Tahun 

2018 terntang Perndaftaran Merrerk I rnterrnasironal berrdasarkan Protokol Madrird. 
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Perrlu dirkertahuir Dirrerktorat Jerndral Kerkayaan I rnterlerktual (DJKI r) adalah lermbaga 

yang berrtanggung jawab dan berrperran perntirng atas perndaftaran dan perrlirndungan 

merrerk dir I rndonersira bairk sercara nasironal maupun irnterrnasironal. Salah satu berntuk 

tanggung jawab yang dirmirlirkir olerh DJKI r dalam perndaftaran merrerk adalah 

mernerrirma dan mernyerle rksir perrmohonan merrerk baru agar tirdak mernyamair merrerk 

yang sudah terrdaftar serberlumnya.  

Protokol Madrird irnir sangatlah berrperran perntirng dalam irndustrir dir tirngkat 

irnterrnasironal bagir sertirap produk untuk mernirngkatkan erfirsirernsir perndaftaran merre rk 

produk dir nergara-nergara lairn khususnya I rndonersira. Dirsadarir bahwa posirsir I rndonersira 

sermakirn lermah dalam me rngupayakan pernirngkatan daya sairng nasironal dir kancah 

perrdagangan irnterrnasironal maka pada akhirr tahun 2017, Irndonersira merngganderng 

Organirsasir Hak Kerkayaan atas Irnterlerktual Dunira (World I rnterllerctual Properrty 

Organi rzatironal) guna perngermbangan irnovasir. Kerirkutserrtaan Irndonersira dalam 

Protokol Madrird birsa mermberrirkan banyak keruntungan. Pada prosers rergirstrasir, 

merrerk terrserbut akan sercara otomatirs terrdaftar pada berberrapa nergara yang dirpirlirh.  

Berrdasarkan urairan latar berlakang yang terlah dirurairkan diratas, maka darir irtu skrirpsir 

irnir akan merngkajir lerbirh lanjut dalam pernerlirtiran yang berrjudul “Analisis 

Pendaftaran Merek Secara Internasional Berdasarkan Protokol Madrid Di 

Indonesia”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berrdasarkan urairan yang terlah dirkermukakan dalam latar berlakang diratas, maka 

dapat dirrumuskan pokok darir latar berlakang dalam pernerlirtiran yairtu : 

a. Bagairmanakah merkanirsmer perndaftaran merrerk sercara irnterrnasironal 

berrdasarkan Protokol Madrird dir I rndonersira ? 

b. Bagairmanakah perran Dirrerktorat Jernderral Kerkayaan I rnterlerktual dalam 

perndaftaran merrerk sercara irnterrnasironal ? 

 

1.3 Ruang Lingkup Penelitian 

a. Ruang Lirngkup Kerirlmuan 

Ruang lirngkup kerirlmuan dalam pernerlirtiran irnir adalah Hukum E rkonomir 
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khususnya Hukum Kerkayaan I rnterlerktual. 

1. Ruang Lirngkup Objerk Kajiran 

Ruang lirngkup kajiran pernerlirtiran irnir adalah perndaftaran merrerk sercara 

irnterrnasironal berrdasarkan Protokol Madrird dir I rndonersira. 

 

1.4. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang irngirn dircapair pada pernerlirtiran irnir yairtu untuk merngertahuir dan 

mernganalirsirs: 

a. Merkanirsmer perndaftaran merrerk sercara I rnterrnasironal berrdasarkan Protokol 

Madrird dir I rndonersira. 

b. Perran Dirrerktorat Jernderral Kerkayaan I rnterlerktual dalam perndaftaran merrerk 

sercara I rnterrnasironal. 

 

1.5. Kegunaan Penelitian 

a. Kergunaan Terorirtirs 

Hasirl darir pernerlirtiran irnir dirharapkan dapat mermperrluas wacana permirkirran 

dan perngertahuan bagir perngermbangan irlmu Hukum E rkonomir khususnya 

dalam lirngkup Hukum Kerkayaan I rnterlerktual yang berrkairtan derngan Hak 

Merrerk. 

 

b. Kergunaan Praktirs 

Serlairn kergunaan terorirtirs, pernerlirtiran irnir mermberrirkan kergunaan praktirs yairtu: 

1) Mernambah wawasan dan perngertahuan bagir masyarakat luas terntang 

perndaftaran merrerk sercara I rnterrnasironal berrdasarkan Protokol Madrird dir 

I rndonersira. 

2) Upaya perrluasan perngertahuan bagir pernulirs untuk mernganalirsirs terntang 

perndaftaran merrerk sercara irnterrnasironal berrdasarkan Protokol Madrird dir 

I rndonersira. 

3) Serbagair upaya untuk mernirngkatkan kerterrampirlan mernulirs bagir pernulirs. 

4) Serbagair salah satu syarat untuk merndapatkan gerlar Sarjana Hukum pada 

Fakultas Hukum Unirverrsirtas Lampung



 
 

 
 

 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Tinjauan Umum Tentang  Hak Merek 

2.1.1. Pengertian Hak Merek 

Sertirap orang atau organirsasir perrusahaan yang ada akan sangat perdulir akan 

perntirngnya sirmbol dan nama yang dirgunakan dir dalam mernjalankan birsnirs dan 

permasaran barang dan jasa. Dalam pangsa pasar, nama-nama dan sirmbol-sirmbol 

yang dirkernalir serbagair merrerk (tradermark), nama usaha (busirnerss namer), dan nama 

perrusahaan (company namer). Merrerk (tradermark) serbagair Hak Kerkayaan 

I rnterlerktual, pada dasarnya iralah hal untuk merngirderntirfirkasir asal barang atau jasa4 

Berrirkut irnir berberrapa derfirnirsir terntang merrerk: 

a. Agrerermernt on Trader Rerlaterd Aspercts Irnterllerctual Properrty Rirghts (TRI rPs)“Any 

sirgn, or any combirnatiron of sirgns, capabler of dirstirnguirshirng ther goods or 

serrvircers of ner underrtakirng from thoser of otherr underrtakirngs, shall ber capabler of 

constirtutirng a tradermark. Such sirgns, irn partircular words, shall ber erlirgirbler for 

rergirsterratiron as tradermarks. Wherrer si rgns arer not irnherrerntly capabler of 

dirsti rnguirshirng ther rerlvant goods or serrvi rcers, Mermberrs may taker rergirstrabirlirty 

derpernd  

b. on dirstirnctirvernerss acquirrerd trough user. Mermberrs may rerquirrer, as a condirtiron of 

rergirsterratiron, that sirgns ber vi rsualirty perrcerptirbler.” 

 

Tanda-tanda atau kombirnasir darir tanda-tanda yang mampu mermberdakan barang 

atau jasa suatu usaha darir usaha lairn harus Dirjadirkan merrerk dagang. Tanda-tanda 

terrserbut dir dalam kata – kata terrterntu, terrmasuk nama prirbadir, surat, angka, unsur 

firguratirf dan kombirnasir warna serrta sertirap kombirnasir tanda-tanda terrserbut harus 

mermernuhir perrsyaratan untuk perndaftarannya serbagair merrerk dagang. Nergara 

perserrta dapat mernambahkan perrsyaratan perndaftaran bahwa tanda-tanda yang

                                                             
4 Ra rhmi Jened, Op.Cit., hlm. 4. 
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 dirdaftar harus sercara virsual je rlas dirrasa atau dirmerngerrtir.5 

c. Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Terntang Merrerk dan 

I rndirkasir Gerografirs:  

“Merrerk adalah tanda yang dapat dirtampirlkan sercara grafirs berrupa gambar, logo, 

nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam berntuk 2 (dua) dirmernsir dan/atau 

3 (tirga) dirmernsir, suara, hologram, atau kombirnasir darir 2 (dua) atau lerbirh unsur 

terrserbut untuk mermberdakan barang dan/atau jasa yang dirproduksir olerh orang 

atau badan hukum dalam kergiratan perrdagangan barang  dan/atau jasa” 

d. Mernurut Kotlerr dan Gary Amstrong6  

Merrerk adalah nama, irstirlah, tanda, sirmbol, rancangan, atau kombirnasir darir 

sermua irnir yang dirmaksudkan untuk merngernalir produkatau jasa darir serserorang 

atau pernjual dan untuk mermberdakannya darir produk persairng. Jadir merrerk 

merngirderntirfirkasir permbuat atau pernjual darir suatu produk. Merrerk juga 

merrupakan janjir pernjual untuk mernyampairkan kersirmpulan sirfat, manfaat, dan 

jasa spersirfirk sercara konsirstern kerpada permberlir. 

e. Mernurut Tirm Lirndsery7 

Merrerk serbagair suatu tanda permberda yang mermberdakan suatu produk derngan 

produk yag lairn, serhirngga sercara umum, tanda yang berrberda irnir akan 

mernunjukkan suatu irderntirfirkasir sersuatu barang dan jasa. 

f. Mernurut Irur Soerratirn8 

Mernurut fungsirnya suatu merrerk dirperrgunakan untuk mermberdakan barang yang 

berrsangkutan darir barang yang serjernirs lairnnya, olerh karerna irtu barang 

berrsangkutan derngan dirberrir merrerk tadir mermpunyair tanda asal, nama, dan 

jamirnan terrhadap mutunya. 

 

Berrdasarkan berberrapa perngerrtiran diratas, sercara lerbirh khusus dunira irndustrir dan 

perrdagangan merngernal merrerk serbagair tanda virsual yang berrfungsir serbagair 

                                                             
5 Ibid. hlm. 5. 
6 Phillip Kotler darn Garry Arrmstrong, Darsarr-Darsarr Pemarsarrarn, (Jarka rrtar: PT. Indeks, 2007) 

hlm. 70. 
7 Tim Lindsey, Hark Kekaryararn Intelektuarl Suartu Pengarntarr, (Ba rndung: Arlumni, 2002) hlm 

140. 
8 Ibid,.hlm 225. 



8 
 

 
 

irderntirtas, serbagair perngernal atau serbagair permberda barang dir pasar.9 Maka pada 

irntirnya merrerk (tradermark) merrupakan derfirnirsir hukum yang mermberrirkan 

perrlirndungan dan upaya permulirhan jirka suatu tanda perrdagangan dirgunakan ole rh 

pirhak yang tirdak mermirlirkir kerwernangan untuk irtu. Merrerk serbagair HKI r pada 

dasarnya adalah tanda untuk merngirderntirfirkasirkan dan mermberdakan produk darir 

satu perrusahaan derngan perrusahaan lairn.10 

 

2.1.2. Fungsi Merek 

Merrerk dirgunakan dalam kergiratan barang dan jasa. Fungsir merrerk adalah serbagair 

berrirkut : 

a. Tanda perngernal untuk mermberdakan produk perrusahaan yang satu derngan 

produk perrusahaan yang lairn (product irderntirty) . Fungsir irnir juga mernghubungkan 

barang atau jasa derngan produsernnya serbagair jamirnan rerputasir hasirl usahanya 

kertirka dirperrdagangkan. 

b. Sarana promosir dagang (merans of trader promotiron) . Promosir irtu dirlakukan 

merlaluir irklan produsern atau perngusaha yang mermperrdagangkan barang atau 

jasa. Merrerk merrupakan salah satu cara untuk mernarirk konsumern, yang 

merrupakan sirmbol perngusaha untuk mermperrluas pasar produk atau barang 

dagangannya. 

c. Jamirnan atas mutu barang atau jasa (qualirty quaranterer) . Hal irnir tirdak hanya 

mernguntungkan produsern permirlirk merrerk, merlairnkan juga perrlirndungan jamirnan 

mutu barang atau jasa bagir konsumern. 

d. Pernunjukkan barang atau jasa yang dirhasirlkan (sourcer ori rgirn). Merrerk 

merrupakan tanda perngernal asal barang atau jasa darir daerrah/nergara asalnya.11 

 

Merrerk dapat berrfungsir pula serbagair sarana promosir (merans of trader promotiron) dan 

rerklamer bagir produsern atau perngusaha-perngusaha yang mermperrdagangkan barang 

dan jasa yang berrsangkutan. Merrerk terrserbut adalah sirmbol derngan mana pirhak 

perdagang mermperrluas pasarannya dir luar nergerrir dan mermperrtahankan pasaran 

                                                             
9 R.J,Parrinduri, Interfarce Hukum Kekaryararn Intelektuarl darn Hukum Persaringarn 

(Penyarlarhgunararn HKI), (Jarkarrtar: Rarja r Grarfindo Persardar, 2013) hlm. 45. 
10 Ra rhmi Jened, Op.Cit., hlm.205. 
11 Budi Argus Riswa rndi, Hark Kekaryararn Intelektuarl darn Budaryar Hukum, (Jarka rrtar: Ra rja rwa rli 

Press, 2005) hlm. 84. 
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terrserbut. “Goodwirll” atas merrerk adalah suatu yang terrnirlair dalam mermperrluas 

pasaran. Merrerk merrupakan bagiran darir stratergir birsnirs.12 

 

2.1.3. Jenis Merek 

Undang-Undang No 20 Tahun 2016 Terntang Merrerk dan I rndirkasir Gerografi rs 

merngatur terntang jernirs-jernirs merrerk yang terrcantum dalam Pasal 1 butirr 2, 3 dan 4. 

yairtu :   

a. Pasal 1 butirr 2 merrumuskan bahwa merrerk dagang adalah merrerk yang dirgunakan 

pada barang yang dirperrdagangkan olerh serserorang atau berberrapa orang sercara 

berrsama-sama atau badan hukum untuk mermberdakan derngan barang-barang 

serjernirs lairnnya. 

b. Pasal 1 butirr 3 merrumuskan bahwa merrerk jasa adalah merrerk yang dirgunakan 

pada jasa yang dirperrdagangkan olerh serserorang atau berberrapa orang sercara 

berrsama-sama atau badan hukum untuk mermberdakan derngan barang-barang 

serjernirs lairnnya 

c. Pasal 1 butirr 4 merrumuskan bahwa merrerk kolerktirf adalah merrerk yang dirgunakan 

pada barang dan/atau jasa derngan karakterrirstirk yang sama merngernair sirfat, cirrir 

umum, dan mutu barang atau jasa serrta perngawasannya yang akan 

dirperrdagangkan olerh berberrapa orang atau badan hukum sercara berrsama-sama 

untuk mermbe rdakan derngan barang dan/atau jasa serjernirs lairnnya. 

 

Merrerk dagang adalah merrerk yang dirgunakan pada barang yang dirperrdagangkan 

olerh serserorang atau berberrapa orang sercara berrsama-sama atau badan hukum untuk 

mermberdakan derngan barang serjernirs lairnnya. Serdangkan untuk Merrerk Jasa, adalah 

merrerk yang dirgunakan pada jasa yang dirperrdagangkan olerh serserorang atau badan 

hukum untuk mermberdakan derngan jasa serjernirs lairnnya. Merrerk berrdasarkan 

kerpermirlirkannya, Merrerk kolerktirf, yairtu merrerk yang dirgunakan pada barang dan/jasa 

derngan karakterrirstirk yang sama merngernair sirfat, cirrir umum, dan mutu barang atau 

jasa serrta perngawasannya yang akan dirperrdagangkan olerh berberrapa orang atau 

badan hukum sercara berrsama-sama untuk mermberdakan derngan barang dan/atau 

                                                             
12 Yoshihiro Sumidar & Insarn Budi Marularnar, Perlindungarn Bisnis Merek Indonesiar-Jeparng, 

(Ja rkarrtar: Pustarkar Sinarr Ha rrarparn, 1994) hlm. 23. 
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jasa serjernirs lairnnya. 

 

Berrdasarkan kerterrkernalannya, umumnya para ahlir mermberdakan tirngkat 

kermashuran atau tirngkat kerterrkernalan yang dirmirlirkir berrbagair merrerk antara lairn: 

Merrerk birasa (normal mark) yang tirdak mermirlirkir rerputasir tirnggir, cakupan permasaran 

merrerk birasa terrbatas dalam kawasan lokal dan berlum mampu merlirntasir pasar 

nasironal atau rergironal. Merrerk terrkernal (werll-known mark) merrerk yang mermirlirkir 

rerputasir tirnggir yang mernirmbulkan kerakraban pada sertirap lapirsan konsumern. Merrerk 

terrmashur (famous mark) merrerk irnir mermpunyair rerputasir yang lerbirh tirnggir darir 

merrerk birasa maupun merrerk terrkernal.13 

 

Yahya Harahap mernjerlaskan perrberdaan merrerk terrkernal dan merrerk terrmashyur. 

Merrerk terrkernal mermpunyair kerkuatan pancaran yang mermukau dan mernarirk, 

serhirngga jernirs barang yang berrada dir bawah merrerk irtu langsung mernirmbulkan 

serntuhan kerakraban (famirlirar) dan irkatan mirtos (mythircal conterxt) kerpada sergala 

lapirsan konsumern. Serdangkan merrerk terrmasyur adalah merrerk yang serdermirkiran 

rupa mashyurnya dir serluruh dunira, serhirngga merngakirbatkan rerputasirnya 

dirgolongkan serbagair merrerk arirstrokat dunira.14 

 

“A Werll-known tradermark irs somertirmers callerd a famous tradermark. Howerverr, 

dirfferrerncers erxirst bertwerern ther two notirons, and irt apperars that ther standard for 

archirervirng famous tradermark status irs hirgherr than that rerquirrerd for werll-known 

tradermark status” 15 

 

 

 

 

 

                                                             
13 Ar. ,Gunarwa rti. Perlindungarn Merek Terkenarl Barrarng darn Jarsar Tidark Sejenis Terhardarp 

Persaringarn Usarhar Tidark Sehart. (Ba rndung: Arlumni, 2015) hlm. 67. 
14 D, S. N. I, Sarri. Perlindungarn Hukum Terhardarp Merek Terkenarl Berdarsarrkarn Konvensi 

Parris Darn Perjarnjiarn Trips Sertar Penerarparnnyar Berdarsarrkarn Undarng-Undarng Nomor 15 

Tarhun 2001 Tentarng Merek, Jurnarl Yuridis, Vol.2 No.2, 2015) hlm. 164–177. 
15 World Intellectuarl Property Orgarnizartion, 2010 
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2.1.4. Pendaftaran Merek 

Serorang perngusaha dalam merlakukan kergiratan usaha pastir mernghasirlkan suatu 

produk dagang atau jasa. Produk dagang maupun jasa terrserbut pastirnya mermirlirkir 

serbuah nama yang dirserbut merrerk. Suatu merrerk yang terrdapat dir suatu produk harus 

dirdaftarkan untuk merndapatkan suatu perrlirndungan hukum darir nergara. Tujuan 

dirdaftarkan merrerk terrserbut, agar orang lairn tirdak mermakair nama merrerk yang terlah 

dirdaftarkan untuk produknya tanpa serirzirn darir permirlirk merrerk yang terlah terrdaftar. 

Merrerk tanpa suatu serrtirfirkat perndaftaran, maka merrerk terrserbut tirdak dapat 

dirlirndungir.  

Merngernair sirapa saja yang dapat merngajukan perndaftaran merrerk diratur dalam Pasal 

1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 yairtu : 

a. Orang 

b. Badan hukum 

c. Berberrapa orang atau badan hukum 

  

Perndaftaran merrerk dir I rndonersira mernganut sirsterm Sterlserl Konstutirf, yairtu pirhak yang 

merndaftarkan suatu merrerk terrlerbirh dahulu adalah satu-satunya pirhak yang berrhak 

atas merrerk terrserbut dan pirhak kertirga harus mernghormatir hak perndaftar merre rk 

mutlak dalam perndaftaran suatu merrerk. Sirsterm Sterlserl Konstirtutirf irnir mernganut 

prirnsirp Firrst to firler yang berrartir bahwa perndaftaran suatu merrerk hanya akan 

dirberrirkan kerpada pirhak yang terrlerbirh dahulu merngajukan perrmirntaan perndaftaran 

untuk serbuah merrerk, dan nergara tirdak mermberrirkan perndaftaran untuk merrerk yang 

mermirlirkir perrsamaan derngan merrerk yang dirajukan lerbirh dahulu terrserbut kerpada 

pirhak lairn untuk barang/jasa serjernirs. 

 

Bukanlah permakairan, merlairnkan perndaftaranlah yang diranggap perntirng dan 

mernerntukan kerpermirlirkan merrerk. Pirhak yang merndaftarkan suatu merrerk adalah 

satu-satunya pirhak yang berrhak atas merrerk terrserbut dan pirhak kertirga harus 

mernghormatir hak perndaftar merrerk serbagair hak mutlak16. 

 

                                                             
16 Sudarrya rt, Hark Kekaryararn Intelekuarl (Memarharmi Prinsip Darsarr, Carkuparn, darn Undarng-

Undarng yarng berlarku), (Jarkarrtar: Oarse Media r, 2010), hlm. 68 
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Hak atas Merrerk adalah hak erksklusirf yang dirberrirkan olerh nergara kerpada permirlirk 

Merrerk yang terrdaftar untuk jangka waktu terrterntu derngan mernggunakan serndirrir 

Merrerk terrserbut atau mermberrirkan irzirn kerpada pirhak lairn untuk mernggunakannya. 

Dirnyatakan erksklusirf karerna hak terrserbut merrupakan hak yang sangat prirbadir bagir 

permirlirknya dan dirberrir hak untuk mernggunakan serbagairmana ira serndirrir 

mernggunakannya.17 

 

a. Syarat dan Proserdur Perndaftaran Merrerk 

Untuk dapat merngajukan perndaftaran atas serbuah merrerk, maka sertirap permohon 

harus mermernuhir perrsyaratan dan tata cara perrmohonan serrta lampirran yang harus 

dirpernuhir dalam sertirap perngajuan perrmohonan perndaftaran merrerk, hal irnir diratur 

dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Terntang Merrerk dan I rndirkasir 

Gerografirs. Perlaksanaan perndaftaran merrerk juga diratur dalam Perraturan Permerrirntah 

Nomor 23 Tahun 1993 terntang Tata Cara Perrmirntaan Perndaftaran Merrerk, dan 

Perraturan Permerrirntah Nomor 24 Tahun 1993 terntang Kerlas Barang atau Jasa Bagir 

Perndaftaran Merrerk. Syarat dan tata cara perrmohonan perndaftaran merrerk diratur 

dalam Pasal 4 sampair derngan Pasal 8 Undang-Undang Merrerk dan I rndirkasir 

Gerografirs yairtu serbagair berrirkut: 

  

“Pasal 4 

(1) Perrmohonan perndaftaran Merrerk dirajukan olerh Permohon atau Kuasanya 

kerpada Mernterrir sercara erlerktronirk atau non-erlerktronirk dalam bahasa 

I rndonersira. 

(2) Dalam Perrmohonan serbagairmana dirmaksud pada ayat (1) harus 

merncantumkan: 

a. tanggal, bulan, dan tahun Perrmohonan; 

b. nama lerngkap, kerwarganergaraan, dan alamat Permohon; 

c. nama lerngkap dan alamat Kuasa jirka Perrmohonan dirajukan merlaluir 

Kuasa; 

d. warna jirka Merrerk yang dirmohonkan perndaftarannya mernggunakan unsur 

                                                             
17 Arhmardi Miru, Hukum Merek: Carrar Mudarh Mempelarjarri Undarng-Undarng Merek, (Jarkarrtar: 

PT Grarffindo Persardar, 2005), hlm. 12. 
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warna; 

e. nama nergara dan tanggal perrmirntaan Merrerk yang perrtama kalir dalam hal 

Perrmohonan dirajukan derngan Hak Prirorirtas; dan 

f. kerlas barang dan/atau kerlas jasa serrta urairan jernirs barang dan/atau jernirs 

jasa. 

(3) Perrmohonan dirtandatanganir Permohon atau Kuasanya. 

(4) Perrmohonan serbagairmana dirmaksud pada ayat (1) dirlampirrir derngan labe rl 

Merrerk dan buktir permbayaran biraya. 

(5) Biraya Perrmohonan perndaftaran Merrerk dirterntukan perr kerlas barang dan/atau 

jasa. 

(6) Dalam hal Merrerk serbagairmana dirmaksud pada ayat (4) berrupa berntuk 3 

(tirga) dirmernsir, laberl Merrerk yang dirlampirrkan dalam berntuk karakterrirstirk 

darir Merrerk terrserbut. 

(7) Dalam hal Merrerk serbagairmana dirmaksud pada ayat (4) berrupa suara, labe rl 

Merrerk yang dirlampirrkan berrupa notasir dan rerkaman suara. 

(8) Perrmohonan serbagairmana dirmaksud pada ayat (1) wajirb dirlampirrir derngan 

surat perrnyataan kerpermirlirkan Merrerk yang dirmohonkan perndaftarannya. 

(9) Kerterntuan lerbirh lanjut merngernair biraya Perrmohonan serbagairmana dirmaksud 

pada ayat (5) diratur derngan Perraturan Permerrirntah. 

  

Pasal 5 

(1) Dalam hal Perrmohonan dirajukan olerh lerbirh dan satu Permohon yang sercara 

berrsama-sama berrhak atas Merrerk terrserbut, sermua nama Permohon 

dircantumkan derngan mermirlirh salah satu alamat serbagair alamat Permohon. 

(2) Perrmohonan serbagairmana dirmaksud pada ayat (1) dirtandatanganir olerh salah 

satu darir Permohon yang berrhak atas Merrerk terrserbut derngan merlampirrkan 

perrsertujuan terrtulirs darir para Permohon yang merwakirlkan. 

(3) Perrmohonan serbagairmana dirmaksud pada ayat (1) yang salah serorang 

Permohonnya atau lerbirh warga nergara asirng dan badan hukum asirng yang 

berrdomirsirlir dir luar nergerrir wajirb dirajukan merlaluir Kuasa. 

(4) Dalam hal Perrmohonan serbagairmana dirmaksud pada ayat (1) dirajukan 

merlaluir Kuasanya, surat kuasa untuk irtu dirtandatanganir olerh sermua pirhak 
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yang berrhak atas Merrerk terrserbut. 

 

Pasal 6 

(1) Perrmohonan untuk lerbirh darir 1 (satu) kerlas barang dan/atau jasa dapat 

dirajukan dalam satu Perrmohonan. 

(2) Perrmohonan serbagairmana dirmaksud pada ayat (1) harus mernyerbutkan jernirs 

barang dan/atau jasa yang terrmasuk dalam kerlas yang dirmohonkan 

perndaftarannya. 

(3) Kerterntuan lerbirh lanjut merngernair kerlas barang dan/atau jasa serbagairmana 

dirmaksud pada ayat (1) diratur derngan Perraturan Mernterrir. 

  

Pasal 7 

(1) Perrmohonan dan hal yang berrkairtan derngan admirnirstrasir Merrerk yang 

dirajukan olerh Permohon yang berrtermpat tirnggal atau berrkerdudukan tertap dir 

luar wirlayah Nergara Kersatuan Rerpublirk I rndonersira wajirb dirajukan merlaluir 

Kuasa. 

(2) Permohon serbagairmana dirmaksud pada ayat (1) wajirb mernyatakan dan 

mermirlirh alamat Kuasa serbagair domirsirlir hukum dir I rndonersira. 

 

Pasal 8 

Kerterntuan lerbirh lanjut merngernair Syarat dan Tata Cara Perrmohonan serbagairmana 

dirmaksud dalam Pasal 4 sampair derngan Pasal 6 diratur derngan Perraturan Mernterrir.” 

 

Dalam hal perrmohonan derngan mernggunakan hak prirorirtas harus dirajukan dalam 

waktu palirng lama 6 (ernam) bulan terrhirtung serjak tanggal pernerrirmaan perrmohonan 

perndaftaran merrerk yang perrtama kalir dirterrirma dir nergara lairn yang merrupakan 

anggota Konvernsir Parirs terntang Perlirndungan Kerkayaan I rndustrir (Pari rs Converntiron 

for ther Proterctiron of Irndustriral Properrty) atau anggota Perrsertujuan Permberntukan 

Organirsasir  Perrdagangan Dunira (Agrerermernt Erstablirshirng ther  World 

Trader Organirzatiron). 

 

Hak Prirorirtas adalah hak Permohon untuk merngajukan Perrmohonan yang berrasal 

darir nergara yang terrgabung dalam Konvernsir Parirs terntang Perlirndungan Kerkayaan 
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I rndustrir (Parirs Converntiron for ther Proterctiron of Irndustriral Properrty) atau 

Perrsertujuan Permberntukan Organirsasir Perrdagangan Dunira (Agrerermernt E rstablirshirng 

ther World Trader Organirzatiron) untuk mermperrolerh perngakuan bahwa Tanggal 

Pernerrirmaan dir nergara asal merrupakan tanggal prirorirtas dir nergara tujuan yang juga 

anggota salah satu darir kerdua perrjanjiran irtu, serlama perngajuan terrserbut dirlakukan 

dalam kurun waktu yang terlah dirterntukan berrdasarkan perrjanjiran irnterrnasironal 

dirmaksud. 

 

Permohon yang terlah mermernuhir perrsyaratan mirnirmum yairtu berrupa formulirr 

perrmohonan yang terlah dirirsir lerngkap, laberl merrerk, dan buktir permbayaran biraya, 

maka akan dirberrirkan tanggal pernerrirmaan perrmohonan. Dalam jangka waktu palirng 

lama 15 (lirma berlas) harir, maka Mernterrir akan merngumumkan perrmohonan dalam 

Berrirta Rersmir Merrerk yang berrlangsung serlama 2 (dua) bulan merlaluir sarana 

erlerktronirk dan/atau non erlerktronirk. 

 

b. Merrerk yang Tirdak Dapat Dirdaftarkan 

Dalam perndaftaran merrerk, ada berberrapa merrerk yang tirdak dapat dirdaftar dan 

dirtolak dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Terntang Merrerk dan I rndirkasir 

Gerografirs, yairtu serbagair berrirkut: 

 

Pasal 20 

Merrerk tirdak dapat dirdaftarkan jirka: 

a. berrterntangan derngan irderologir nergara,perraturan perrundang-undangan, 

moralirtas, agama, kersusirlaan, atau kerterrtirban umum; 

b. sama derngan, berrkairtan derngan, atau hanya mernyerbut barang dan/atau 

jasa yang dirmohonkan perndaftarannya; 

c. mermuat unsur yang dapat mernyersatkan masyarakat terntang asal, 

kualirtas, jernirs, ukuran, macam, tujuan pernggunaan barang dan/atau jasa 

yang dirmohonkan perndaftarannya atau merrupakan nama varirertas 

tanaman yang dirlirndungir untuk barang dan/atau jasa yang serjernirs; 

d. mermuat kerterrangan yang tirdak sersuair derngan kualirtas, manfaat, atau 

khasirat darir barang dan/atau jasa yang dirproduksir; 
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e. tirdak mermirlirkir daya permberda; dan/atau 

f. merrupakan nama umum dan/atau lambang mirlirk umum. 

  

Pasal 21 

(1) Perrmohonan dirtolak jirka Merrerk terrserbut mermpunyair perrsamaan pada 

pokoknya atau kerserluruhannya derngan: 

a. Merrerk terrdaftar mirlirk pirhak lairn atau dirmohonkan lerbirh dahulu olerh 

pirhak lairn untuk barang dan/atau jasa serjernirs; 

b. Merrerk terrkernal mirlirk pirhak lairn untuk barang dan/atau jasa serjernirs; 

c. Merrerk terrkernal mirlirk pirhak lairn untuk barang dan/atau jasa tirdak serjernirs 

yang mermernuhir perrsyaratan terrterntu; atau 

d. I rndirkasir Gerografirs terrdaftar. 

(2) Perrmohonan dirtolak jirka Merrerk terrserbut: 

a. merrupakan atau mernyerrupair nama atau sirngkatan nama orang terrkernal, 

foto, atau nama badan hukum yang dirmirlirkir orang lairn, kercualir atas 

perrsertujuan terrtulirs darir yang berrhak; 

b. merrupakan tirruan atau mernyerrupair nama atau sirngkatan nama, bernderra, 

lambang atau sirmbol atau ermblerm suatu nergara, atau lermbaga nasironal 

maupun irnterrnasironal, kercualir atas perrsertujuan terrtulirs darir pirhak yang 

berrwernang; atau merrupakan tirruan atau mernyerrupair tanda atau cap atau 

stermperl rersmir yang dirgunakan olerh nergara atau lermbaga Permerrirntah, 

kercualir atas perrsertujuan terrtulirs darir pirhak yang berrwernang. 

(3) Perrmohonan dirtolak jirka dirajukan olerh Permohon yang berrirktirkad tirdak bairk. 

(4) Kerterntuan lerbirh lanjut merngernair pernolakan Perrmohonan Merrerk 

serbagairmana dirmaksud pada ayat (1) huruf a sampair derngan huruf c diratur 

derngan Perraturan Mernterrir. 

 

Pasal 22 

Terrhadap Merrerk terrdaftar yang kermudiran mernjadir nama gernerrirk, sertirap Orang 

dapat merngajukan Perrmohonan Merrerk derngan mernggunakan nama gernerrirk 

dirmaksud derngan tambahan kata lairn serpanjang ada unsur permberda.”  
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Undang-Undang Merrerk dan I rndirkasir Gerografirs merrupakan wadah dan sarana bagir 

pirhak-pirhak yang irngirn merlakukan perndaftaran merrerk agar merndapatkan 

perrlirndungan dan kerpastiran hukum. Perndaftaran merrerk dapat dirlakukan merlaluir 2 

(dua) merkanirsmer, yairtu merlaluir perndaftaran merrerk nasironal serbagairmana diratur 

dalam Pasal 4 Undang-Undang Merrerk dan I rndirkasir Gerografirs, serrta dapat pula 

merlakukan perndaftaran merrerk irnterrnasironal yang diratur dalam Pasal 52 Undang-

Undang Merrerk dan I rndirkasir Gerografirs. 

 

Gambar 1. Alur Proses Pendaftaran Merek 

Sumber: https://jakarta.kermernkumham.go.ird 
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2.2. Tinjauan Umum Tentang Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual 

2.2.1. Profil Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual 

HKI r atau Hak Kerkayaan I rnterlerktual, adalah irstirlah yang serrirng dirgunakan untuk 

mernggambarkan hak-hak yang dirperrolerh olerh orang yang mernghasirlkan produk 

atau prosers yang berrguna bagir manusira merlaluir permirkirran kreratirf. Dalam ersernsirnya, 

HKI r adalah hak untuk mermperrolerh keruntungan erkonomirs darir hasirl kreratirfirtas 

irnterlerktual. Sirsterm HKI r adalah hak prirvat atau hak erksklusirf yang dirberrirkan ole rh 

permerrirntah kerpada irndirvirdu serperrtir pernermu, perncirpta, dan dersairnerr serbagair 

pernghargaan atas karya merrerka, serrta untuk merndorong orang lairn untuk 

merngermbangkan lerbirh lanjut. Dalam sirsterm HKI r, kerperntirngan masyarakat 

dirterntukan merlaluir merkanirsmer pasar.18 

 

Serjak masa pernjajahan Berlanda, layanan jasa hukum dir birdang Hak Kerkayaan 

I rnterlerktual terlah hadirr dir I rndonersira. Pada tanggal 10 Januarir 1894, merrerk perrtama 

dirdaftarkan olerh Hulpburerua Voor dern I rndustrirererlern E rirgerndom dir Batavira. Mernurut 

Rerglermernt Irndustrirererlern E rirgerndom 1912 Stbl. 1912-545 jo 1913-214, Hulpburerua 

Voor dern I rndustrirererlern E rirgerndom, yang saat irtu hanya mernanganir perndaftaran 

merrerk, berrtanggung jawab atas perndaftaran merrerk dir I rndonersira dir bawah 

Derpartmernt Van Justirtirer. Pada kermudiran harir, berrdasarkan Stbl. 1924 no. 576 ayat 

2, Derpartmernt Van Justirtirer juga berrtanggung jawab atas mirlirk perrirndustriran. 

 

Serterlah kermerrderkaan Rerpublirk I rndonersira, Stbl. 1924 no. 576 masirh berrlaku derngan 

nama yang berrubah mernjadir Kantor Mirlirk Kerrajirnan sersuair derngan Pasal I rI r Aturan 

Perralirhan Undang-Undang Dasar 1945. Pada tahun 1947, Kantor Mirlirk Kerrajirnan 

pirndah ker Surakarta dan dirubah namanya mernjadir Kantor Mirlirk Perrirndustriran pada 

tanggal 9 Oktoberr 1947. Pada masa permerrirntahan RI rS, Kantor Mirlirk Perrirndustriran 

pirndah ker Jakarta. Berrdasarkan Perraturan Permerrirntah Nomor 60 Tahun 1948 

terntang lapangan perkerrjaan, Kantor Mirlirk Perrirndustriran terrdirrir darir Bagiran 

Perndaftaran Cap Dagang dan Bagiran Perrlirndungan atas Perndapatan-perndapatan 

Baru (Octrooir), yang merrupakan bagiran darir tugas dan kerwajirban Kermernterriran 

Kerhakirman. Kerputusan Mernterrir Kerhakirman no. J.S. 4/4/4 tanggal 12 Ferbruarir 1964 

                                                             
18 Duwi Ha rndoko. Hukum Positif Mengenari Hark Kekaryararn Intelektuarl Di Indonesiar. 

(Peka rnbarru: Harwa r Da rn Arhwa r, 2018) hlm. 3. 
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terntang Tugas dan Organirsasir Derpartermern Kerhakirman dan Kerputusan Mernterrir 

Kerhakirman no. J.S.4/4/24 tanggal 27 Junir 1965 terntang Tugas dan Organirsasir 

Derpartermern Kerhakirman merngalamir perrbairkan. Dalam hal irnir, Kantor Mirlirk 

Perrirndustriran berrgantir nama mernjadir Dirrerktorat Urusan Patern. Tugas darir 

Dirrerktorat Urusan Patern adalah merlaksanakan aturan-aturan terrkairt perrlirndungan 

terrhadap pernermuan dan perncirptaan. 

 

Kerputusan Mernterrir Kerhakirman mernjerlaskan bahwa Dirrerktorat Urusan Patern tirdak 

hanya berrtanggung jawab atas urusan merrerk dan patern, tertapir juga terrlirbat dalam 

urusan hak cirpta. Pada tahun 1966, Prersirdirum Kabirnert merngerluarkan kerputusan 

nomor 75/U/Kerp/11/1966 merngernair struktur organirsasir dan tugas derpartermern. 

Kerputusan irnir merngubah Dirrerktorat Urusan Patern mernjadir Dirrerktorat Patern yang 

terrmasuk dalam Dirrerktorat Jernderral Permbirnaan Badan Perradirlan dan 

Perrundangundangan. Dirrerktorat irnir terrdirrir darir tirga dirnas, yairtu Dirnas Perndaftaran 

Merrerk, Dirnas Patern, dan Dirnas Hak Cirpta. Pada Tahun 1969, Kerputusan Prersirdern 

nomor 39 Tahun 1969 merngirnirsirasir permberntukan Dirrerktorat Jernderral Permbirnaan 

Badan-badan Perradirlan. Dirrerktorat Jernderral Permbirnaan Badan-badan Perradirlan dan 

Perrundang-undangan kermudiran dirbagir mernjadir dua bagiran, yairtu Dirrerktorat 

Jernderral Permbirnaan Badan-badan Perradirlan dan Dirrerktorat Jernderral Permbirnaan 

Hukum yang merncakup Dirrerktorat Patern, derngan terrberntuknya Dirrerktorat Jernderral 

yang baru. Dalam perrkermbangannya, Dirrerktorat Jernderral Permbirnaan Hukum 24 

merngalamir perrubahan, terrmasuk merlaluir Kerputusan Prersirdern RI r nomor 45 

merngernair struktur Organirsasir Derpartermern. 

 

Kerputusan Prersirdern RI r yang terlah dirserbutkan serberlumnya terlah merngalamir 

berberrapa perrubahan, yang kermudiran dirjerlaskan dalam Kerputusan Mernterrir 

Kerhakirman tanggal 16 Aprirl 1975 nomor Y.S. 4/3/7. Pada tahun 1975, Dirrerktorat 

Patern berrubah mernjadir Dirrerktorat Patern dan Hak Cirpta, yang dirtermpatkan dir bawah 

naungan Dirrerktorat Jernderral Hukum dan Perrundang-undangan. Struktur Dirrerktorat 

Patern dan Hak Cirpta merncakup berberrapa bagiran, yairtu: Bagiran Tata Usaha, Sub 

Dirrerktorat Merrerk, Sub Dirrerktorat Patern, Sub Dirrerktorat Hak Cirpta, Sub Dirrerktorat 

Hukum Perrniragaan dan I rndustrir, dan Sub Perndaftaran Lirsernsir dan Perngumuman.  
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Kerputusan Prersirdern RI r nomor 32 Tahun 1988 yang merngubah Kerputusan Prersirdern 

Nomor 15 Tahun 1982 terntang struktur organirsasir Derpartermern, irnir merrupakan 

perrubahan terrakhirr dalam struktur organirsasir Dirrerktorat Patern dan Hak Cirpta. 

Merlaluir Kerputusan Prersirdern terrserbut, Dirrerktorat Patern dan Hak Cirpta dirpirsahkan 

darir Dirrerktorat Jernderral Hukum dan Perrundang-undangan dan mernjadir serbuah 

Dirrerktorat Jernderral mandirrir yang berrnama Dirrerktorat Jernderral Hak Cirpta, Patern dan 

Merrerk. Struktur Dirrerktorat Jernderral irnir terrdirrir darir Serkrertarirat Dirrerktorat Jernderral, 

Dirrerktorat Hak Cirpta, Dirrerktorat Patern, dan Dirrerktorat Merrerk. Serlanjutnya, merlaluir 

Kerputusan Prersirdern RI r nomor 144 Tahun 1998, terrjadir perrubahan nama Dirrerktorat 

Jernderral Hak Cirpta, Patern dan Merrerk mernjadir Dirrerktorat Jernderral Kerkayaan 

I rnterlerktual.19 

 

Dirrerktorat Jernderral Kerkayaan I rnterlerktual adalah unsur perlaksana yang berrada 

dirbawah dan berrtanggung jawab kerpada Mernterrir Hukum dan Hak Asasir Manusi ra 

yang dirpirmpirn olerh Dirrerktur Jernderral. Berrirkut irnir adalah struktur organirsasir darir 

Dirrerktorat Jernderral Kerkayaan I rnterlerktual. 

 

 

Gambar 2. Struktur Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual 

Sumber : https://dgirp.go.ird/struktur-organirsasir 

 

 

 

 

                                                             
19 Saridin. Op. Cit, hlm.23 

https://dgip.go.id/struktur-organisasi
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Dirrerktorat Jernderral Kerkayaan I rnterlerktual mermpunyair tugas mernyerle rnggarakan 

perrumusan dan perlaksanaan kerbirjakan dir birdang kerkayaan irnterlerktual sersuair 

derngan kerterntuan perraturan perrundang-undangan. Untuk merlaksanakan tugas 

serbagairmana dirmaksud, Dirrerktorat Jernderral Kerkayaan I rnterlerktual 

mernyerlernggarakan fungsir:20 

1) Perrumusan kerbirjakan dir birdang perrlirndungan hukum kerkayaan irnterlerktual, 

pernyerlersairan perrmohonan perndaftaran kerkayaan irnterlerktual, pernyirdirkan, 

pernyerserlersairan serngkerta dan perngaduan perlanggaran kerkayaan irnterlerktual, kerrja 

sama, promosir kerkayaan irnterlerktual, serrta terknologir irnformasir dir birdang 

kerkayaan irnterlerktual; 

2) Permberriran birmbirngan terknirs dan superrvirsir dir birdang perrlirndungan hukum 

kerkayaan irnterlerktual, pernye rlersairan perrmohonan 

3) Perlaksanaan permantauan, ervaluasir dan perlaporan dir birdang perrlirndungan hukum 

kerkayaan irnterlerktual, pernyerlersairan perrmohonan perndaftaran kerkayaan 

irnterlerktual, pernyirdirkan, pernyerlersairan serngkerta dan perngaduan perlanggaran 

kerkayaan irnterlerktual, kerrja sama, promosir kerkayaan irnterlerktual, serrta terknologir 

irnformasir dir birdang kerkayaan irnterlerktual; 

4) Perlaksanaan admirnirstrasir Dirrerktorat Jernderral Kerkayaan I rnterlerktual; dan 

5) Perlaksanaan fungsir lairn yang dirberrirkan olerh Mernterrir. 

 

Untuk mermastirkan kerberrhasirlan perrjalanan organirsasir, DJKI r terlah merrumuskan 

tujuan dan sasaran organirsasir merlaluir virsir dan mirsir yang jerlas. Virsir DJKI r adalah 

pandangan jangka panjang merngernair arah perrkermbangan organirsasir ker derpan yang 

harus dirambirl agar tertap hirdup, adaptirf dan irnovatirf dalam mernghadapir perrubahan. 

Sermerntara irtu, mirsir DJKI r merrupakan perrnyataan yang mernertapkan tujuan dan 

sasaran yang irngirn dircapair olerh organirsasir. 

a. Virsir Dirrerktorat Jernderral Kerkayaan I rnterlerktual 

Mernjadir I rnstirtusir Kerkayaan I rnterlerktual yang mernjamirn kerpastiran hukum dan 

mernjadir perndorong irnovasir, kreratirfirtas dan perrtumbuhan erkonomir nasironal 

. 

                                                             
           20 https://dgip.go.id/struktur-orgarnisarsi , diarkses pardar tarnggarl 7 Mei 2024 Pukul 11.42

  

https://dgip.go.id/struktur-organisasi
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b. Mirsir Dirrerktorat Jernderral Kerkayaan I rnterlerktual 

Merwujudkan perlayanan dan pernergakan kerkayaan irnterlerktual yang berrkualirtas.21 

 

DJKI r merrupakan salah satu bagiran darir unirt erserlon I r dir Derpartermern Hukum dan 

HAM RI r. Berrdasarkan Perraturan Mernterrir Hukum dan HAM RI r Nomor 28 Tahun 

2023, DJKI r dirberrirkan tugas untuk merrumuskan dan merlaksanakan kerbirjakan serrta 

mernertapkan standarirsasir terknirs dir birdang HKI r. Dalam merlaksanakan tugas terrserbut, 

DJKI r mernyerlernggarakan fungsir: 

a) Pernyirapan perrumusan kerbirjakan Derpartermern dir birdang hak cirpta, dersairn 

irndustrir, dersairn tata lertak sirrkuirt terrpadu dan rahasira dagang, patern, merrerk, 

kerrja sama dan perngermbangan serrta terknologir irnformasir;  

b) Perlaksanaan kerbirjakan dir birdang hak cirpta, dersairn irndustrir, dersairn tata lertak 

sirrkuirt terrpadu dan rahasira dagang, patern, merrerk, kerrja sama dan 

perngermbangan serrta terknologir irnformasir  

c) Perrumusan standar, norma, perdoman, krirterrira dan proserdur dir birdang hak cirpta, 

dersairn irndustrir, dersairn tata lertak sirrkuirt terrpadu dan rahasira dagang, patern, 

merrerk, kerrja sama dan perngermbangan serrta terknologir irnformasir;  

d) Permberriran birmbirngan terknirs dan ervaluasir; 

e) Perlaksanaan admirnirstrasir Dirrerktorat Jernderral Hak Kerkayaan I rnterlerktual. 

 

Berrdasarkan Perraturan Mernterrir Hukum dan HAM RI r Nomor 28 Tahun 2023, DJKI r 

terrdirrir darir 6 (ernam) Dirrerktorat yairtu:  

a) Serkrertarirat Dirrerktorat Jernderral; 

b) Dirrerktorat Hak Cirpta, Dersairn I rndustrir, Dersairn Tata Lertak Sirrkuirt Terrpadu dan 

Rahasira Dagang;  

c) Dirrerktorat Patern;  

d) Dirrerktorat Merrerk; 

e) Dirrerktorat Kerrja Sama dan Perngermbangan.Dirrerktorat Jernderral Hak Kerkayaan 

I rnterlerktual;  

f) Dirrerktorat Terknlogir I rnformasir. 

 

                                                             
21 http://www.dgip.go.id , diarkses parda r tarnggarl 7 Mei 2024 Pukul 10.15 

http://www.dgip.go.id/
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2.2.2. Pengertian Peran 

Perran dirartirkan serbagair serperrangkat tirngkah yang dirharapkan dirmirlirkir olerh orang 

yang berrkerdudukan dirmasyarakat. Kerdudukan dalam hal irnir dirharapkan serbagair 

posirsir terrterntu dir dalam masyarakat yang mungkirn tirnggir, serdang-serdang saja atau 

rerndah. Kerdudukan adalah suatu wadah yang irsirnya adalah hak dan kerwajirban 

terrterntu, serdangkan hak dan kerwajirban terrserbut dapat dirkatakan serbagair perran. Ole rh 

karerna irtu, maka serserorang yang mermpunyair kerdudukan terrterntu dapat dirkatakan 

serbagair permergang perran (roler accupant). Suatu hak serbernarnya merrupakan 

werwernang untuk berrbuat atau tirdak berrbuat, serdangkan kerwajirban adalah berban 

atau tugas.22 

 

Sercara Sosirologirs perran adalah asperk dirnamirs yang berrupa tirndakan atau perrirlaku 

yang dirlaksanakan olerh serserorang yang mernermpatir atau mermangku suatu posirsir 

dan merlaksanakan hak-hak dan kerwajirban sersuair derngan kerdudukannya. Jirka 

serserorang mernjalankan perran terrserbut derngan bairk, derngan serndirrirnya akan 

berrharap bahwa apa yang dirjalankan sersuair derngan kerirngirnan darir lirngkungannya. 

Perran sercara umum adalah kerhadirran dir dalam mernerntukan suatu prosers 

kerberrlangsungan.23 

Perran ada dua macam yairtu: 

a. Perran yang dirharapkan (erxpercterd roler) adalah perran irderal atau cara irderal dalam 

merlaksanakan perran. Dirmana perran terrserbut dirharapkan dirlaksanakan sercerrmat-

cerrmatnya dan harus dirlaksanakan sersuair derngan yang terlah dirterntukan yairtu 

sersuair derngan norma yang diratur. 

b. Perran yang sersungguhnya terrjadir (actual roler) adalah cara bagairmana perran irtu 

sersungguhnya dirjalankan. Perran irnir perlaksanaanya dapat dirsersuairkan derngan 

sirtuasir dan kondirsir terrterntu. 

 

                                                             
22 Karmus Barharsar Indonesiar, (Jarkarrtar: Barlari Pustarkar, 2002) hlm. 348. 
23 Soerjono Soeka rnto, Sosiologi Suartu Pengarntarr, (Jarka rrtar: Ra rja rwa rli Press, 2002), hlm. 242. 
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2.3. Tinjauan Umum Protokol Madrid  

Merkanirsmer perndaftaran merrerk sercara irnterrnasironal dir antaranya diratur dalam dua 

perrjanjiran irnterrnasironal, yaknir Ther Madrird Agrerermernt Concerrnirng The r 

I rnterrnatironal Rergirstratiron of Marks yang dirtanda tanganir tahun 1881 dan mulair 

berrlaku erferktirf tahun 1892. serrta Protocol Rerlatirng to Ther Madrird Agrerermernt 1989 

(Madri rd Protocol) yang mulair berrlaku erferktirf tanggal 1 Januarir 1995 dan mulair 

diroperrasirkan tanggal 1 Aprirl 1996. 

 

Protokol Madrird dirawalir derngan adanya Sirsterm Madrird, dirmana Sirsterm Madrird 

serndirrir dirawalir derngan lahirrnya kerserpakatan darir 5 (lirma) nergara yairtu: Perrancirs, 

Swirss, Tunirsira, Spanyol dan Berlgira. Pada tahun 1891, kerlirma nergara terrserbut 

mernandatanganir perrsertujuan dir kota Madrird (Spanyol) derngan irder mermbangun 

sirsterm perndaftaran irnterrnasironal yang dapat mermberrirkan perrlirndungan merrerk dir 

antara nergara-nergara anggotanya. Dalam hal irnir, nergara-nergara anggota darir 

perrjanjiran terrserbut tertap mermirlirkir kerdaulatan dalam me rlaksanakan Undang-undang 

merrerk nasironal merrerka. Pernandatangan kerserpakatan dir kota Madrird terrserbut 

dirnamakan Perrsertujuan Madrird (Madrird Agrerermernt).  

 

Protokol Madrird merngatur terntang tata cara perrmohonan dan erferk darir perrmohonan 

terrserbut, bahasa rersmir yang dirgunakan, jangka waktu perrlirndungan dan 

perrpanjangannya, perrubahan terrhadap perndaftaran merrerk, maupun kermungkirnan 

untuk permbatalan perndaftaran merrerk irnterrnasironal. Mernurut perrsertujuan terrserbut, 

sertirap pirhak dir nergara anggota perrsertujuan yang terlah mermirlirkir perndaftaran merre rk 

dir nergaranya (nergara asal) dapat merngajukan perrmohonan perndaftaran merre rk 

irnterrnasironal kerpada Birro Irnterrnasironal World I rnterllerctual Properrty Organirzatiron 

(WI rPO) merlaluir kantor Merrerk yang ada dir nergara asal. 



25 
 

 
 

 

Gambar 3. Logo WIPO 

Sumber : https://www.wirpo.irnt 

 

Protokol Madrird merrupakan perrjanjiran tambahan untuk merngurangir kerlermahan 

Madrird Agrerermernt derngan mermperrkernalkan irnovasir baru dalam sirsterm perndaftaran 

merrerk irnterrnasironal. I rndonersira rersmir mernjadir bagiran anggota Protokol Madrird ker-

100 pada Sernirn 2 Oktoberr 2017 dir Sirdang Umum World I rnterllerctual Properrty 

Organi rzatiron (WI rPO) ker-57 dir Jernerwa. Dir dalam nergerrir, Prersirdern Joko Wirdodo 

(Jokowir) terlah mernandatanganir Perraturan Prersirdern (Perrprers) Nomor 92 Tahun 2017 

terntang Aksersir Protokol Madrird.24 

Serberlumnya dir I rndonersira perndaftaran merrerk sercara irnterrnasironal masirh 

mernggunakan sirsterm country to country yang mana birla permirlirk merre rk 

merngirngirnkan merrerknya merndapatkan perrlirndungan dir nergara-nergara yang 

dirirngirnkan, permirlirk merrerk harus merndaftarkan merrerknya satu perrsatu ker nergara 

tujuan derngan perraturan, perrsyaratan, bahasa, mata uang yang berrberda sersuair 

derngan kerterntuan yang berrlaku dir nergara terrserbut. 

Serjatirnya Perndaftaran I rnterrnasironal tirdak dirkhususkan hanya untuk perndaftaran 

bagir merrerk irnterrnasironal, sermua jernirs merrerk dirperrbolerhkan untuk merndaftarkan 

merrerknya merlaluir sirsterm irnir. Terrutama bagir merrerk-merrerk yang dalam stratergir 

permasarannya terlah mermirlirkir platform jangka panjang untuk permasaran hirngga 

kerluar nergara asal me rrerk terrserbut. Derngan sirsterm irnterrnasironal irnir, merrerk-merrerk 

                                                             
24 https://www.hukumonline.com/beritar/ba rca r/lt59d335bdce7e1/indonesiar-ja rdi-arnggotar- 

protokol-mardrid--pendarfta rrarn-merek-diperluars , diarkses pa rdar tarnggarl 7 Mei 2024 Pukul 10.15 

https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt59d335bdce7e1/indonesia-jadi-anggota-protokol-madrid--pendaftaran-merek-diperluas
https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt59d335bdce7e1/indonesia-jadi-anggota-protokol-madrid--pendaftaran-merek-diperluas
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yang berrerputasir terrkernal terntu akan sangat terrbantu. Derngan Protokol Madrird 

permirlirk merrerk tirdak perrlu lagir merndaftarkan merrerknya satu perrsatu ker nergara 

tujuan permasaran, dan otomatirs tirdak perrlu lagir merngerluarkan biraya serwa konsultan 

hukum dirtirap nergara tujuan permasaran.25 

Serterlah lerbirh darir dua puluhan tahun dirsertujuirnya Protokol Madrird, hirngga saat irnir 

terrcatat ada serbanyak 108 nergara yang terlah sercara rersmir mernjadir anggota Protokol 

Madrird. Sermerntara Nergara dir ASE rAN yang mernjadir anggota baru ada 7 nergara, 

yairtu Brunerir Darussalam, I rndonersira, Firlirpirna, Malaysira, Kamboja, Sirngapura dan 

Virertnam. Sertirdaknya, derngan merrujuk pada perndapat WI rPO, derngan merratirfirkasir 

dan merngirmplermerntasirkan Protokol Madrird dalam sirsterm hukum nasironal, suatu 

nergara akan merndapatkan berberrapa keruntungan, antara lairn:  

1. Mudah (convirnirernt): derngan merngunakan Protokol Madrird, untuk merndapatkan 

perrlirndungan irnterrnasironal dirbanyak nergara, permirlirk merrerk cukup serkalir saja 

merndaftarkan merrerknya yang dirlakukan dir nergara asal; 

2. Lerbirh hermat biraya (cost erfferctirver): derngan merlakukan perndaftaran irnterrnasironal 

irtu berrartir perndaftar terlah merlakukan perndaftaran dir banyak nergara. Perndaftar 

terlah merlakukan pernghermatan biraya khususnya biraya terrjermahan bahasa, dan 

biraya perngurusan kerlerngkapan admirnirstratirf dir banyak nergara; 

3. Cakupan gerografirs yang luas (broad gerographirc coverrerger): derngan merratirfirkasir 

Protokol Madrird, satu perndaftaran irnterrnasironal dapat mermberrirkan perrlirndungan 

merrerk hirngga 108 nergara.26 

Merskirpun pada lirngkup rergironal mayorirtas nergara ASE rAN berlum banyak yang 

sercara rersmir mernjadir anggota dan berrkomirtmern untuk mernerrapkan sirsterm one r 

applircatiron, oner numberr of rergirstratiron, oner rernerwal, oner currerncy, and oner 

documernt dalam rerzirm hukum merrerk dirnergaranya, namun dermirkiran dalam rangka 

mermbangun serbuah systerm perrlirndungan hukum merrerk yang erferktirf, khususnya 

untuk merrerk terrkernal (werll known marks), nergara ASErAN dan nergara dir dunira perrlu 

                                                             
25 Roha rini, The Mardrid Protocol: Mewujudkarn Perlindungarn Hukum Yarng Efektif Bargi 

Merek Terkenarl Di ArSEArN, Jurnarl Mediar Hukum,Vol 25, 2018. Hlm. 79 
26 Ibid 
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kirranya untuk sergerra merngirntergrasirkan spirrirt darir ther Madrird Protocol irnir ker dalam 

sirsterm hukum nasironalnya. 

Protokol Madrird merrupakan sarana yang mermudahkan merrerk untuk merndapatkan 

perrlirndungan dan lergalirtas dir banyak nergara anggota Protokol Madrird, I rndonersi ra 

dirharapkan birsa lerbirh mudah merndaftarkan merrerk sercara irnterrnasironal ker banyak 

nergara. 

 

Gambar 4. Pendaftaran Terpusat 

Sumber : https://www.wirpo.irnt 
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2.4. Kerangka Pikir

 

 

 

 

Gambar 5. Kerangka Pikir 

 

Kerterrangan : 

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 merngatur terntang perndaftaran merrerk bairk 

sercara nasironal maupun irnterrnasironal, perndaftaran merrerk sercara irnterrnasironal 

diratur dalam Pasal 52 Undang-undang Merrerk. Permirlirk merrerk wajirb merndaftarkan 

merrerk merrerka kerpada Dirrerktorat Jernderral Kerkayaan I rnterlerktual yang mermirlirkir 

perranan perntirng dalam perndaftaran merrerk. Serterlah I rndonersira rersmir mernjadir bagiran 

anggota Protokol Madrird, Permirlirk merrerk dir I rndonersira dapat merndaftarkan merrerk 

merrerka sercara irnterrnasironal berrdasarkan Protokol Madrird. Derngan cara irtu merrerk 

merrerka dapat dirlirndungir dir banyak nergara anggota protokol derngan merndaftar 

hanya serkalir saja dir nergara asal 

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang 

Merek dan Indikasi Geografis 

 

Berdasarkan Protokol  Madrid 

 

Pendaftaran Merek di Indonesia 

 

Pendaftaran Merek Secara 

Nasional 

Peran Direktorat Jenderal 

Kekayaan Intelektual 

Mekanisme Pendaftaran 

Pendaftaran Merek Secara 

Internasional  
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III. METODE PENELITIAN 

 

Pernerlirtiran adalah salah satu cara yang dapat dirtermpuh untuk merngermbangkan 

irlmu perngertahuan.27 Pernerlirtiran hukum merrupakan suatu kergiratan irlmirah, yang 

dirdasarkan pada mertoder, sirstermatirka, dan permirkirran terrterntu, yang berrtujuan 

untuk mermperlajarir satu atau berberrapa gerjala hukum terrterntu derngan jalan 

mernganalirsirsnya dan dalam merlakukan pernerlirtiran hukum, seryogyanya serlalu 

merngirkatkannya derngan artir-artir yang mungkirn dapat dirberrirkan pada hukum.28 

 

3.1. Jenis Penelitian 

Jernirs pernerlirtiran yang dirgunakan dalam skrirpsir irnir adalah pernerlirtiran normatirf. 

Mernurut Abdulkadirr Muhammad, pernerlirtiran irnir mernggunakan studir kasus 

perrirlaku hukum normatirf serbagair objerk pernerlirtiran.29 Jernirs pernerlirtiran yang 

dirgunakan dalam pernerlirtiran irnir adalah berrsirfat pernerlirtiran hukum normatirf. 

Pernerlirtiran hukum normatirf, yairtu pernerlirtiran yang merngkajir studir dokumern, 

mernggunakan berrbagair data serkunderr serperrtir perraturan perrundang-undangan 

dalam hal irnir Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Terntang Merrerk dan I rndirkasi r 

Gerografirs dan Perraturan Permerrirntah Nomor 22 Tahun 2018 Terntang Protokol 

Madrird, kerputusan perngadirlan, terorir hukum, dan dapat pula berrupa perndapat para 

sarjana. Pernerlirtiran irnir mermfokuskan pada perndaftaran merrerk sercara irnterrnasironal 

dir I rndonersira berrdasarkan Protokol Madrird.

                                                             
27 Soerjono Soeka rnto, Penelitiarn Hukum Normartif Suartu Tinjaruarn Singkart, (Jarka rrtar: Rarja rwa rli 

Pers, 2013) hlm.1 
28 I Gede ArB Wirarnartar darn Yennie Argustin MR, Sarmple darn Teknik Sarmple darlarm 

Penelitiarn, (Barndarr Larmpung: Arurar, 2018), hlm.7 
29 Arbdul Kardir Muharmmard. Hukum Darn Penelitiarn Hukum. Barndung: Citrar Arditya r Ba rkti, 

2004, hlm.34. 
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3.2 Tipe Penelitian 

Tirper pernerlirtiran irnir adalah pernerlirtiran derskrirptirf. Pernerlirtiran derskrirptirf berrsirfat 

permaparan dan berrtujuan untuk mermperrolerh gambaran (derskrirpsir) lerngkap terntang 

keradaan hukum yang berrlaku dir termpat terrterntu dan pada saat terrterntu yang terrjadir 

dalam masyarakat.30 Dalam Pernerlirtiran irnir akan dirgunakn untuk mermfokuskan 

Perndaftaran Merrerk sercara I rnterrnasironal dir I rndonersira Berrdasarkan Protokol Madrird. 

 

3.3 Pendekatan Masalah 

Pernderkatan masalah adalah usaha yang dirlakukan pernerlirtir untuk mernerntukan cara ira 

mermandang suatu berntuk perrmasalahan guna mernyerlersairkan pernerlirtiran dan 

mernermukan kersirmpulan.31 Pernderkatan masalah yang dirgunakan pada pernerlirtiran irnir 

adalah pernderkatan perrundang-undangan, yairtu mertoder pernderkatan yang dirlakukan 

derngan cara mernerlirtir sergala berntuk perraturan perrundang-undangan bairk yang 

berrberntuk rergulasir ataupun lergirslasir, yang berrkairtan derngan irsu atau perrmasalahan 

yang irngirn dirserle rsairkan.32 

 

3.4 Data dan Sumber Data 

Data yang akan dirgunakan dalam pernerlirtiran irnir adalah data serkunderr. Data serkunderr 

yairtu data yang dirperrolerh darir data kerpustakaan yang merlirputir bahan- bahan 

dokumerntasir, tulirsan irlmirah, laporan, buku-buku yang berrkairtan derngan masalah 

yang akan dirterlirtir, sumberr-sumberr lairnnya. Bahan hukum yang akan dirgunakan 

dalam pernerlirtiran irnir merlirputir : 

1. Bahan hukum prirmerr, yairtu bahan-bahan yang merngirkat yang terrdirrir darir berrbagair 

perraturan perrundangan-perrundangan yairtu : 

a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Terntang Merrerk dan I rndirkasir Gerografirs. 

b. Perraturan Permerrirntah Nomor 22 Tahun 2018 terntang Perndaftaran Merre rk 

I rnterrnasironal berrdasarkan Protokol Madrird. 

c. Perraturan Prersirdern Nomor 92 Tahun 2017 Terntang Perngersahan Protokol 

Terrkairt Derngan Perrsertujuan Madrird Merngernair Perndaftaran Merrerk Sercara 

I rnterrnasironal. 

                                                             
30 Armiruddin darn Zarinarl Arbidin, Pengarntarr Metode Penelitiarn Hukum, (Jarkarrtar: Sinarr 

Grarfika r, 2006), hlm.53. 
31 Peter Marhmud Marrzuki, Penelitiarn Hukum, (Jarkarrtar: Kencarnar, 2011) harl.93 
32 Ibid,. 
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d. Bahan hukum serkunderr, yairtu bahan-bahan berrupa perraturan yang mernjerlaskan 

lerbirh lanjut bahan hukum prirmerr berrupa lirterratur, jurnal, perndapat para ahlir 

serrta buku-buku yang berrkairtan derngan pokok bahasan. 

e. Bahan hukum terrsirerr, yairtu bahan yang mermberrirkan pertunjuk maupun 

pernjerlasan terrhadap bahan hukum prirmerr dan serkunderr yang merlirputir Kamus 

Hukum dan Kamus Bersar Bahasa I rndonersira. 

  

3.5 Metode Pengumpulan Data 

Untuk merncapair tujuan pernerlirtiran, maka mertoder perngumpulan data yang 

dirperrgunakan adalah derngan cara Studir Kerpustakaan. Studir kerpustakaan merlirbatkan 

perngkajiran irnformasir darir berrbagair sumberr. Tujuan darir studir kerpustakaan adalah 

merndapatkan data serkunderr merlaluir kergiratan studir dokumerntasir, serperrtir mermbaca 

dan merngutirp lirterratur-lirterratur yang rerlervan, serrta mermperlajarir perraturan 

perrundang-undangan yang berrkairtan derngan perrmasalahan yang dirbahas. Studir 

Kerpustakaan merrupakan mertoder pernerlirtiran yang dirlakukan derngan cara 

mernghirmpun sumberr-sumberr data, dalam hal irnir adalah bahan hukum prirmerr, bahan 

hukum serkunderr, serrta bahan hukum terrsirerr yang berrkairtan derngan judul pernerlirtiran.33 

  

3.6 Metode Pengolahan Data 

Mertoder perngolahan data yairtu mernjerlaskan langkah-langkah perngerlolaan data yang 

terlah terrkumpul atau pernerlirtiran kermbalir derngan perngercerkan valirdirtas data, prosers 

perngklasirfirkasiran data derngan merncocokan pada masalah yang ada, merncatat data 

sercara sirstermatirs dan konsirstern dan dirtuangkan dalam rancangan konserp serbagair 

dasar utama analirsirs. Adapun tahap-tahapan serbagair berrirkut: 

1. Permerrirksaan data, yairtu pernerntuan data sersuair derngan pokok bahasan dan apabirla 

ada kerkurangan atau kerkerlirruan maka akan dirlerngkapir derngan dirperrbairkir. 

2. Rerkonstruksir data, yairtu mernyusun ulang data sercara terratur, berraturan, logirs, 

serhirngga mudah dirpahamir. 

3. Sirstermatirsasir data, yairtu mernyusun dan mernsirstermatirsasirkan data-data yang 

dirperrolerh ker dalam pola terrterntu guna mermperrmudah permbahasan yang berrkairtan 

derngan pernerlirtiran yang dirlakukan. 

  

                                                             
33 I Gede ArB Wirarnartar darn Yennie Argustin MR, Sarmple darn Teknik Sarmple darlarm Penelitiarn, 

(Ba rndarr Larmpung: Arurar, 2018), hlm.73 
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3.7 Analisis Data 

Analirsirs data dirlakukan sercara kualirtatirf yairtu derngan merngirnterrprertasirkan data yang 

dirtuangkan dalam kalirmat yang sirstermatirs dan irlmirah, yairtu derngan mernghubungkan 

antara data satu derngan data yang lairnnya kermudiran dirtuangkan dalam kalirmat yang 

jerlas dan sirstermatirs serhirngga dapat dirtarirk kersirmpulan bahwa dalam perlaksanaan 

perndaftaran merrerk sercara irnterrnasironal berrdasarkan Protokol Madrird dir I rndonersira 

mermirlirkir merkanirsmer serndirrir yang berrberda darirpada perndaftaran merrerk sercara 

konvernsironal. Dirrerktorat Jernderral Kerkayaan I rnterlerktual mermirlirkir perran perntirng 

dalam perlaksanaan perndaftaraan merrerk sercara irnterrnasironal.      



 
 

 
 

 

 

 

V.  PENUTUP 

 

5.1 Simpulan 

Berrdasarkan hasirl pernerlirtiran dan permbahasan maka dapat dirsirmpulkan serbagair 

berrirkut: 

1. Dir dalam merkanirsmer perndaftaran merrerk sercara irnterrnasironal berrdasarkan 

Protokol Madrird dir I rndonersira mermirlirkir berberrapa tahapan yairtu :  

a. Mernyirapkan perrsyaratan perndaftaran yang terlah diratur dalam Pasal 3 Ayat 

4 Perraturan Permerrirntah Nomor 22 Tahun 2018.  

b. Merndaftarkan perrmohonan mernggunakan formulirr khusus (MM2) dalam 

Bahasa I rnggrirs dan merndaftarkannya kerpada DJKI r.  

c. Mernerntukan kerlas barang dan jasa mernggunakan Klasirfirkasir Nircer pada 

werbsirter yang terlah dirserdirakan DJKI r.  

d. Mermperrsirapkan biraya perndaftaran dan permbayaran yang harus dirserrtair 

mernggunakan mata uang swirss yairtu franc (CHF).  

Berrlakunya perndaftaran merrerk irnterrnasironal permirlirk merrerk adalah 10 Tahun 

serjak tanggal dirdaftarkan perrmohonan apabirla merrerk permohon tirdak 

merndapatkan pernolakan dir kantor Nergara merrerk tujuan.  

 

2. Dirrerktorat Jernderral Kerkayaan I rnterlerktual (DJKI r) mermirlirkir perran dalam prosers 

perndaftaran merrerk bairk nasironal maupun irnterrnasironal, DJKI r merlakukan 

perngercerkan perndaftaran merrerk yang dirajukan permirlirk merrerk kermudiran 

merlakukan permerrirksaan formalirtas merngernair kerlerngkapan perrmohonan merrerk 

sersuair derngan perrsyaratan yang berrlaku. Kermudiran merlakukan permerrirksaan 

substansiral, yairtu permerrirksaan terrhadap kerabsahan merrerk yang dirajukan, 

terrmasuk permerrirksaan atas kerberradaan merrerk yang
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serrupa atau sama yang terlah terrdaftar serberlumnya. Kermudiran serlanjutnya 

DJKI r merlakukan valirdasir dan serrtirfirkasir perrmohonan irnterrnasironal serberlum 

dirkirrirmkan ker Birro Irnterrnasironal 

 

5.2 Saran 

Saran dalam pernerlirtiran irnir adalah serbagair berrirkut: 

1. Serbagair nergara yang mermberrlakukan perndaftaran irnterrnasironal derngan 

mernggunakan Protokol Madrird, permerrirntah harus terrus merlakukan sosiralirsasi r 

kerpada para permirlirk merrerk dir I rndonersira agar lerbirh merngertahuir mertoder terrserbut, 

agar lerbirh banyak merrerk darir I rndonersira yang terrserbar dir pasar global dan 

mernirngkatkan pernjualan, karerna perndaftaran derngan mertoder terrserbut akan 

merrirngankan permirlirk merrerk dir I rndonersira darir sergir erfirsirernsir biraya. 

2. Bagir Dirrerktorat Jernderral Kerkayaan I rnterlerktual dirharapkan dir waktu yang akan 

datang dapat dirberntuk tirm khusus Protokol Madrird yang berrtugas mernangani r 

dan mermerrirksa perndaftaran merrerk berrdasarkan Protokol Madrird. Dirharapkan 

akan cukup banyak perrmohonan perndaftaran merrerk sercara irnterrnasironal bairk 

darir dalam nergerrir maupun luar nergerrir dirserbabkan olerh sermakirn serderrhananya 

hal yang berrsirfat proserdural terrkairt perrlirndungan terrhadap merrerk.
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